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PEMPROV BANTEN
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MENGAPA ORGANISASI.... .1

“...organisasi merupakan perangkat kerja yang dibentuk
secara terencana dan berorientasi pada pencapaian tujuan
organisasi secara efektif dan efisien, dengan mengoptimalkan
seluruh potensi yang dimilikinya sebagai modal dasar.”

(bambang kurniawan)



FUNGST PEMERINTAR
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DASAR PENYUSUNAN ORGANISAST PEMERINTA

REGULASI
RESPONSIBILITAS
PROPORSIONAL




identifikasi permasalahan dan landasan yuridis
reorganisasi perangkat daerah



I.PENYELENGGARAAN DAN TARGET PENCAPATAN VISI DAN
MIST PEMPROV BANTEN

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING,
SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH.



MIST PEMPROV BANTEN

1. Menciptakantata kelola pemerintahan yang baik

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan aksesdan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi



} . PELIMPAHAN KEWENANGAN BERUPA UKUSAN PEMERINTAH
PROVINSI



3. RESPONSIBILLTAS
ATAS PP NO 12 TARUN 201]

PP no 12 tahun 2017 ttg Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah Daerah, sebaga
Contoh: Evaluasi terhadap Kinerja Pelayanan
Publik Kota/Kab dan Evaluasi terhadap
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kota/Kabupaten yang berdampak pada
penentuan pemberian insentif/disinsentif
Fiskal/Non fiskal kpd Daerah kota/kab)



b, RESPONSIBILITAS
ATAS PERMENDAGRT N0 5 TAHUN 201]

Permendagri No. 5 tahun 2017 ttg Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Daerah Kota/Kabupaten; “...perlu adanya
fungsi penunjang urusan pemerintahan,
contoh: Balitbangda Provinsi.”



). RESPONSIBILITAS
ATAS PERMENDAGRI NO. 12 TH 201/

Permendagri No 12 tahun 2017 ttg Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(KCD dan UPTD); perlunya pembentukan Kantor Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi.



b. RESPONSIBILITAS
ATAS PP NO. 33 TH 2018 116 TUGAS DAN WEWENANG
GUBERNUR 58G WAKIL PEMERINTAR PUSAT

—

PP No 33 tahun 2018 Tugas dan wewenang Gubernur sbg Wakil
Pemerintah Pusat :

Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Sekretaris Gubernur
menjadi Pemimpin Perangkat Daerah dalam melakukan tugas dan
kewenangannya sebagai wakil pemerintah pusat.



SARAN

1.

Reorganisasi Perangkat Daerah bukan semata-mata menyediakan posisi
jabatan baru dalam struktur pemerintah daerah,

Reorganisasi Perangkat Daerah harus memperhatikan faktor efisiensi &
efektivitas (public sector reform),

Reorganisasi Perangkat Daerah merupakan adaptasi atas perubahan
kebutuhan di masyarakat,

Reorganisasi Perangkat Daerah menjawab asas penyelenggaraan
pemerintahan berupa desentralisasi/dekonsentrasi kewenangan,
Reorganisasi Perangkat Daerah harus Proporsional, yaitu membagi habis
urusan pemerintahan kpd perangkat daerah yang ada.

Resizing Organisasi : Regrouping, Redevelop, dan Eleminasi



kasih

(Gng.Kelimutu, Ende 2015)
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